
 

 

Laporan KPU dan Bawaslu Kabupaten Yalimo 

terhadap PSU 

Jakarta, 15 Februari 2022 – Mahkamah Konstitusi akan menggelar persidangan perkara 

perselisihan hasil pemilihan (PHP) kepala daerah Kabupaten Yalimo pada Selasa (15/02) pukul 

09.00 WIB dengan agenda Laporan KPU dan Bawaslu Kabupaten Yalimo terhadap PSU perkara 

nomor 152/PHP.BUP-XIX/2021. Perkara tersebut sudah di putus pada hari Rabu, 23 Juni 2021 

dengan putusan mengabulkan Permohonan untuk sebagian. Perkara tersebut diajukan oleh Lakius 

Peyon SST.Par, dan Nahum Mabel yang merupakan pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati 

Nomor urut 2. 

Adapun salah satu amar Putusan adalah Memerintahkan Termohon untuk melaksanakan 

pemungutan suara ulang dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Yalimo Tahun 2020 

dengan diikuti oleh Pasangan Calon Nomor Urut 2 (Lakius Peyon, SST.Par. dan Nahum Mabel, 

S.H.) sepanjang tetap memenuhi syarat pencalonan, dan membuka kesempatan bagi pasangan 

calon baru termasuk memberikan kesempatan bagi John W. Wilil sepanjang memenuhi persyaratan. 

(MHM) 

Tentang Mahkamah Konstitusi  

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang dibentuk berdasarkan Pasal 24C Undang-Undang Dasar 

1945 perubahan ketiga. Pembentukannya dikukuhkan dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi. 

Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-

undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-

Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum, serta wajib memberikan 

putusan atas pendapat Dewan Perwakilan Rakyat mengenai dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut 

Undang-Undang Dasar. Untuk informasi lebih lanjut, silakan menghubungi Humas Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Telepon: 
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